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Abstrak

Inovasi dalam administrasi publik menjadi sebuah keniscayaan di era perubahan yang semakin
kompleks dan dinamis. Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu daerah di Jawa Timur telah
menunjukkan upaya signifikan dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih adaptif
melalui penerapan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi bentuk-bentuk inovasi yang diterapkan di Kabupaten Pamekasan serta
menganalisis dampaknya terhadap kinerja dan responsivitas pemerintahan daerah. Metode
yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah
literatur dan sumber digital terpercaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi seperti
aplikasi e-Lorong, sistem Pamekasan Smart, dan digitalisasi manajemen keuangan daerah telah
mendorong peningkatan efisiensi pelayanan publik, transparansi anggaran, dan partisipasi
masyarakat. Inovasi tersebut juga menjadi katalis dalam pembentukan pemerintahan yang
adaptif, yakni pemerintahan yang mampu merespons kebutuhan publik secara cepat dan tepat.
Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait dengan
kesiapan sumber daya manusia dan resistensi terhadap perubahan budaya birokrasi. Oleh
karena itu, keberlanjutan inovasi membutuhkan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan
infrastruktur digital, serta komitmen politik yang konsisten. Penelitian ini merekomendasikan
model inovasi yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan sebagai dasar reformasi birokrasi
daerah.

Kata Kunci : Inovasi; Administrasi Publik; Pemerintahan Adaptif; Kabupaten Pamekasan; Tata
Kelola Pemerintahan

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong berbagai
sektor untuk bertransformasi, termasuk administrasi publik. Dalam konteks ini, inovasi menjadi
elemen penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif
terhadap perubahan zaman. Pemerintah dituntut untuk meninggalkan pola birokrasi
konvensional yang lamban dan tidak efisien, serta beralih kepada sistem yang mampu
menghadirkan pelayanan publik secara cepat, transparan, dan partisipatif. Inovasi dalam
administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga
menyangkut cara-cara baru dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi
kebijakan agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif (OECD, 2017).
Namun demikian, di banyak daerah, termasuk Kabupaten Pamekasan, tantangan dalam
membangun administrasi publik yang inovatif masih cukup signifikan. Struktur birokrasi yang
bersifat hierarkis dan kaku, keterbatasan sumber daya manusia, serta resistensi terhadap
perubahan menjadi hambatan utama dalam proses transformasi birokrasi. Di sisi lain, desakan
masyarakat akan pelayanan publik yang cepat dan akurat semakin meningkat, sehingga
mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi inovatif yang kontekstual dan aplikatif.
Dalam konteks ini, Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur
mulai menunjukkan langkah-langkah progresif dalam menerapkan inovasi di sektor publik, baik
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melalui digitalisasi pelayanan maupun penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan
kebijakan.

Langkah inovatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mencerminkan adanya
upaya untuk keluar dari jebakan birokrasi tradisional menuju pemerintahan yang lebih adaptif.
Misalnya, melalui penerapan aplikasi e-Lorong yang memungkinkan pemantauan kondisi jalan
lingkungan secara digital oleh masyarakat dan pemerintah secara real time, Kabupaten
Pamekasan berhasil meraih Digital Innovation Award 2022 (Putri, 2022). Selain itu, melalui
inisiatif “Pamekasan Smart”, pemerintah setempat mencoba membangun sistem pemerintahan
berbasis teknologi yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik (ItWorks,
2020). Inovasi-inovasi ini tidak hanya mencerminkan modernisasi administrasi, tetapi juga
memperkuat keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang hendak dijawab dalam tulisan ini
adalah: pertama, bagaimana inovasi diterapkan dalam administrasi publik di Kabupaten
Pamekasan? Kedua, sejauh mana inovasi tersebut mendorong pemerintahan yang lebih adaptif
di tengah dinamika kebutuhan masyarakat? Kedua pertanyaan ini penting untuk dijawab dalam
rangka memahami transformasi administratif yang terjadi di tingkat lokal, khususnya di tengah
tantangan globalisasi, desentralisasi, dan digitalisasi yang memengaruhi cara pemerintah
bekerja.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari tulisan ini adalah, pertama, untuk
mengidentifikasi bentuk-bentuk inovasi yang telah dan sedang diterapkan dalam administrasi
publik di Kabupaten Pamekasan. Kedua, untuk menjelaskan dampak dari penerapan inovasi
tersebut terhadap kinerja birokrasi, khususnya dalam hal kecepatan, efisiensi, akuntabilitas,
serta keterbukaan pelayanan publik. Dengan memahami hal ini, maka dapat diketahui sejauh
mana inovasi mampu memperkuat adaptivitas pemerintahan daerah terhadap tuntutan
perubahan zaman.

Penulisan ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik maupun praktis terhadap
pengembangan administrasi publik di tingkat lokal. Dari sisi akademik, tulisan ini berupaya
memperkaya literatur tentang inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, sementara dari
sisi praktis, tulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain yang
tengah mengupayakan reformasi birokrasi berbasis inovasi. Di tengah arus reformasi dan
desentralisasi yang terus berkembang di Indonesia, kajian tentang inovasi daerah menjadi
semakin relevan dan mendesak untuk dilakukan secara komprehensif.

Akhirnya, pemahaman yang mendalam tentang proses inovasi dalam administrasi publik di
Kabupaten Pamekasan diharapkan mampu menggambarkan model praktik baik (best practices)
yang dapat direplikasi oleh daerah lain. Keberhasilan Pamekasan dalam membangun sistem
pemerintahan yang lebih adaptif menunjukkan bahwa dengan komitmen politik, kapasitas
kelembagaan, dan dukungan publik, inovasi dapat menjadi pendorong utama bagi transformasi
tata kelola publik yang lebih baik, efisien, dan inklusif (Pemerintah Kabupaten Pamekasan,
2023).

II. Landasan Teori

Administrasi publik merupakan proses pengelolaan kebijakan, sumber daya, dan pelayanan
publik oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut
Denhardt dan Denhardt (2015), administrasi publik tidak hanya terbatas pada aspek teknis
birokrasi, tetapi juga mencakup nilai-nilai demokratis seperti akuntabilitas, partisipasi
masyarakat, dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan warga. Dalam konteks modern,
administrasi publik dihadapkan pada kebutuhan untuk bertransformasi mengikuti
perkembangan zaman yang dinamis, sehingga pendekatan inovatif menjadi sangat relevan
dalam kerangka pelayanan yang efektif dan efisien.

Inovasi dalam administrasi publik dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk menciptakan,
mengadopsi, dan menerapkan ide, proses, atau teknologi baru guna meningkatkan kualitas tata
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kelola pemerintahan. Osborne dan Brown (2011) menyebutkan bahwa inovasi sektor publik
tidak hanya terkait dengan teknologi digital, tetapi juga mencakup reformasi kelembagaan,
metode pelayanan baru, serta pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan
demikian, inovasi bukan sekadar alat teknis, melainkan strategi transformasional untuk
meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Pemerintahan yang adaptif merujuk pada kemampuan institusi publik untuk merespons secara
fleksibel terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah adaptif tidak
hanya menanggapi Kkrisis atau tekanan eksternal, tetapi juga secara proaktif mengidentifikasi
peluang untuk memperbaiki layanan dan kebijakan (Bourgon, 2009). Dalam konteks ini, inovasi
menjadi pendorong utama terciptanya pemerintahan yang responsif dan resilien. Kabupaten
Pamekasan, sebagai daerah yang berupaya membangun model pemerintahan yang adaptif,
menunjukkan bahwa pendekatan inovatif mampu mendorong reformasi birokrasi yang lebih
terbuka, cepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.

Berbagai pendekatan inovasi dalam sektor publik telah dikembangkan untuk meningkatkan
kinerja pemerintah. Salah satu pendekatan yang paling umum adalah e-Government, yakni
penggunaan teknologi informasi untuk mendigitalisasi pelayanan publik agar lebih efisien dan
terjangkau (UN E-Government Survey, 2022). Selain itu, pendekatan inovasi kolaboratif juga
menjadi penting, di mana pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan
akademisi untuk menciptakan solusi bersama. Pendekatan lain yang juga relevan adalah inovasi
sosial, yang berfokus pada pemecahan masalah sosial melalui pemberdayaan komunitas dan
inklusi sosial. Ketiga pendekatan ini memberikan kerangka konseptual yang penting dalam
menganalisis kebijakan dan praktik inovatif di tingkat daerah seperti yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

III. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena
inovasi dalam administrasi publik di Kabupaten Pamekasan. Pendekatan ini dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, dan dinamika
yang terjadi dalam implementasi inovasi pemerintahan. Menurut Creswell (2003), penelitian
kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif peserta penelitian, yang
dalam konteks ini adalah aparatur pemerintah dan masyarakat di Pamekasan.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada instansi pemerintah Kabupaten Pamekasan yang terlibat
langsung dalam proses inovasi administrasi publik. Subjek penelitian meliputi kepala dinas,
pejabat struktural, dan staf teknis yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi inovasi,
serta masyarakat sebagai penerima layanan. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik
purposive sampling untuk memastikan informan yang dipilih memiliki pengetahuan dan
pengalaman yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan
studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pandangan dan
pengalaman informan terkait inovasi yang diterapkan. Observasi partisipatif memungkinkan
peneliti untuk mengamati langsung proses dan dinamika yang terjadi selama implementasi
inovasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti
laporan kegiatan, kebijakan, dan regulasi yang mendukung inovasi tersebut. Pendekatan ini
sejalan dengan penelitian oleh Azizah dan Agustina (2024), yang menggunakan observasi dan
dokumentasi untuk menganalisis e-Government di Kabupaten Pamekasan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles,
Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyaring informasi yang
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relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dengan
menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk naratif yang mudah dipahami.
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data untuk menemukan pola,
tema, dan hubungan yang muncul dari data yang terkumpul.

Validitas dan Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan teknik.
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai
informan yang memiliki perspektif berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan
membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain
itu, dilakukan juga member checking, yaitu meminta konfirmasi kepada informan mengenai
temuan sementara untuk memastikan akurasi data yang diperoleh (Creswell, 2003).2

Etika Penelitian

Penelitian ini memperhatikan aspek etika penelitian dengan memperoleh izin dari instansi
terkait dan memastikan partisipasi informan secara sukarela. Informan diberikan penjelasan
mengenai tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, dan hak-hak mereka, termasuk hak
untuk anonim dan kerahasiaan informasi yang diberikan. Dokumentasi hasil wawancara dan
observasi disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.
Pendekatan etis ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas penelitian (Sugiyono,
2019).

IV Pembahasan

Inovasi Administrasi Publik di Kabupaten Pamekasan

Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan berbagai upaya inovatif untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas administrasi. Salah satu inovasi yang
paling menonjol adalah penerapan sistem e-Government yang bertujuan untuk meningkatkan
transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Melalui e-
Government, Pamekasan memperkenalkan sejumlah aplikasi dan platform digital yang
memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta berinteraksi langsung dengan
pemerintah. Salah satu contoh konkret dari implementasi e-Government adalah aplikasi e-
Lorong, yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kondisi jalan atau infrastruktur di
lingkungan mereka secara real-time. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak lagi harus
menunggu proses administrasi yang panjang untuk melaporkan kerusakan jalan atau
infrastruktur lainnya. Hal ini tidak hanya mempercepat penanganan masalah, tetapi juga
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik.
Aplikasi e-Lorong juga memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan data lebih efisien dan
mengalokasikan anggaran dengan lebih tepat sasaran berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat
(Putri, 2022).

Selain e-Lorong, inovasi lain yang diterapkan di Pamekasan adalah Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Daerah (SIMKD) yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
anggaran daerah. SIMKD mempermudah pemantauan penggunaan anggaran oleh pemerintah
daerah, mengurangi potensi kebocoran dana, serta meningkatkan kecepatan dalam proses
pencairan anggaran. Hal ini sangat penting mengingat pentingnya pengelolaan keuangan daerah
yang transparan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas
layanan publik lainnya.

Pamekasan juga memperkenalkan Pamekasan Smart, sebuah program yang mengintegrasikan
berbagai sistem digital dalam satu platform untuk meningkatkan pelayanan publik yang
berbasis data. Program ini mencakup pengelolaan data kependudukan, perizinan, kesehatan,
pendidikan, dan sektor lainnya dalam satu sistem yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan
adanya Pamekasan Smart, pemerintah dapat lebih cepat merespons permintaan layanan dari
masyarakat, sekaligus meningkatkan transparansi dalam setiap tahap pelayanan yang diberikan.
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Hal ini juga mempermudah kolaborasi antarinstansi dan mengurangi kesalahan administratif
yang sering terjadi dalam sistem birokrasi manual.

Selain itu, inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus perhatian
pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pamekasan berupaya meningkatkan kompetensi
aparatur pemerintah melalui program pelatihan dan sertifikasi berbasis teknologi untuk
memastikan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) di daerah ini memiliki kemampuan yang
mumpuni dalam menggunakan teknologi dan memberikan pelayanan yang lebih efisien.
Program pelatihan ini sangat penting mengingat perubahan teknologi yang cepat dan kebutuhan
untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang administrasi publik.

Inovasi lainnya yang patut dicontoh adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan. Pamekasan memperkenalkan platform digital untuk melibatkan masyarakat dalam
proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah. Platform ini
memungkinkan warga untuk memberikan masukan atau usulan terkait program pembangunan
yang akan dilaksanakan, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan kebijakan
yang diambil lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan publik.

Melalui berbagai inovasi tersebut, Kabupaten Pamekasan tidak hanya berusaha untuk
memperbaiki sistem administrasi yang ada, tetapi juga memperkuat hubungan antara
pemerintah dan masyarakat. Inovasi-inovasi ini memperlihatkan komitmen pemerintah daerah
dalam menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan transparan. Meski demikian,
tantangan dalam implementasi inovasi tetap ada, terutama dalam hal pembaruan budaya
birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur digital. Namun, upaya
untuk terus berinovasi menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan berada di jalur yang tepat
untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

Pemerintahan yang Adaptif di Kabupaten Pamekasan

Pemerintahan yang adaptif merupakan sebuah sistem pemerintahan yang mampu merespons
secara cepat dan tepat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, ekonomi, dan
teknologi. Sebagai bagian dari proses modernisasi tata kelola pemerintahan, Kabupaten
Pamekasan berusaha untuk menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap perubahan dan
kebutuhan masyarakat. Penerapan inovasi dalam administrasi publik, baik dalam bentuk
teknologi digital maupun pembaruan kebijakan, telah mendorong terciptanya pemerintahan
yang lebih efisien dan terbuka, serta mampu menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan yang adaptif adalah meningkatnya
responsivitas dalam menghadapi permasalahan publik. Inovasi seperti aplikasi e-Lorong
memungkinkan pemerintah daerah untuk segera merespons masalah yang dilaporkan oleh
masyarakat, misalnya terkait kerusakan infrastruktur jalan. Sebelumnya, proses pelaporan yang
melibatkan birokrasi yang panjang seringkali menunda penanganan masalah. Dengan aplikasi
ini, masyarakat dapat langsung melaporkan masalah tersebut, dan pemerintah dapat segera
mengalokasikan sumber daya untuk perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa melalui
pemanfaatan teknologi, pemerintahan Kabupaten Pamekasan berhasil mempercepat waktu
respons terhadap permasalahan publik, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah (Putri, 2022).

Selain itu, program Pamekasan Smart yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam
satu platform digital juga mencerminkan perubahan menuju pemerintahan yang lebih adaptif.
Dengan sistem terintegrasi, pemerintah tidak hanya dapat melayani masyarakat dengan lebih
cepat dan transparan, tetapi juga dapat memonitor dan mengevaluasi efektivitas kebijakan
secara lebih tepat. Hal ini menunjukkan bahwa Pamekasan berusaha membangun pemerintahan
berbasis data yang dapat disesuaikan dengan perubahan dinamika masyarakat. Penerapan
Pamekasan Smart juga memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan
terkoordinasi, meminimalkan kesalahan administratif yang sering terjadi dalam sistem birokrasi
manual.
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Inovasi dalam pemberdayaan masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan
pemerintahan yang adaptif. Melalui berbagai platform digital, pemerintah Kabupaten
Pamekasan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan
pengambilan keputusan. Salah satu contoh adalah platform yang memungkinkan masyarakat
untuk mengajukan usulan pembangunan atau memberikan masukan terkait kebijakan
pemerintah. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah
menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dan siap beradaptasi dengan kebutuhan serta
aspirasi warganya. Hal ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta
menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan.

Dalam konteks yang lebih luas, inovasi yang diterapkan di Kabupaten Pamekasan juga
mendorong terciptanya kinerja birokrasi yang lebih efisien. Salah satu hambatan utama dalam
pemerintahan tradisional adalah birokrasi yang cenderung lamban dan tidak fleksibel. Namun,
dengan pemanfaatan teknologi dan pembaruan prosedur administrasi, Pamekasan berhasil
mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Salah satu
contohnya adalah implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD), yang
meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran serta mempermudah proses pencairan dana.
Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat lebih cepat dan akurat dalam mengalokasikan dana
untuk pembangunan, serta meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran.

Meskipun demikian, tantangan terbesar dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif adalah
perubahan budaya birokrasi yang lebih terbuka terhadap inovasi. Proses transisi dari sistem
birokrasi tradisional yang kaku menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi
memerlukan waktu, serta komitmen dari semua pihak dalam pemerintah daerah. Selain itu,
kapasitas sumber daya manusia yang ada juga menjadi faktor kunci dalam memastikan
keberhasilan implementasi inovasi. Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan
kompetensi SDM yang ada di Kabupaten Pamekasan menjadi sangat penting untuk mendukung
adaptasi terhadap teknologi dan metode kerja baru.

Secara keseluruhan, inovasi yang diterapkan di Kabupaten Pamekasan telah membawa
perubahan positif dalam hal adaptivitas pemerintahan. Dengan memperkenalkan teknologi,
meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperbaiki prosedur administratif, pemerintah
Kabupaten Pamekasan berhasil menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan
transparan. Meskipun tantangan masih ada, upaya untuk terus berinovasi menunjukkan bahwa
Pamekasan sedang bergerak menuju pemerintahan yang lebih adaptif dan mampu menghadapi
tantangan masa depan.

V. Hambatan dan Tantangan

Penerapan inovasi dalam administrasi publik merupakan langkah strategis untuk menciptakan
pemerintahan yang adaptif, namun implementasinya di tingkat daerah tidak lepas dari beragam
kendala dan tantangan. Di Kabupaten Pamekasan, sejumlah hambatan internal menjadi
perhatian utama, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Banyak aparatur
sipil negara (ASN) yang belum memiliki kompetensi digital yang memadai, sehingga belum
mampu mengoperasikan sistem berbasis teknologi secara optimal. Menurut Azizah dan
Agustina (2024), kesenjangan kompetensi ini menghambat optimalisasi sistem e-Government
karena keterbatasan pelatihan dan minimnya literasi digital di kalangan ASN daerah.

Selain SDM, faktor anggaran juga menjadi penghambat signifikan dalam mengembangkan
inovasi administrasi publik. Keterbatasan fiskal daerah berdampak pada minimnya alokasi dana
untuk pengadaan infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan sistem, dan pelatihan
pegawai. Kondisi ini membuat berbagai aplikasi inovatif yang telah diluncurkan tidak dapat
berjalan secara maksimal. Pemerintah daerah sering kali menghadapi dilema antara prioritas
pembangunan fisik dan pembiayaan transformasi digital yang berkelanjutan (Azizah & Agustina,
2024). Ketidakseimbangan ini menyebabkan banyak inovasi hanya berjalan sebagai proyek
jangka pendek, bukan sebagai sistem yang terintegrasi secara permanen.
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Hambatan internal lain yang cukup mendasar adalah budaya birokrasi yang masih kaku dan
hirarkis. Perubahan menuju administrasi publik yang inovatif menuntut fleksibilitas, kolaborasi,
dan orientasi hasil. Namun, di banyak unit kerja, pola kerja birokratis yang cenderung
mempertahankan status quo masih mendominasi. Birokrasi tradisional sering kali menolak
perubahan, terutama ketika perubahan tersebut menuntut pergeseran wewenang atau
transparansi yang lebih tinggi. Sebagaimana dikemukakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam
Negeri (BSKDN), transformasi menuju birokrasi digital menuntut perubahan pola pikir yang
belum tentu dapat langsung diterima oleh semua aktor pemerintahan (Kemendagri, 2023).
Selain tantangan internal, hambatan eksternal juga menjadi faktor penghambat inovasi di
Kabupaten Pamekasan. Salah satu di antaranya adalah resistensi masyarakat terhadap
penggunaan layanan berbasis digital. Banyak warga, terutama di daerah pedesaan, yang belum
memiliki literasi digital yang cukup atau merasa lebih nyaman menggunakan metode
konvensional dalam mengakses layanan publik. Hal ini memperlambat proses digitalisasi
pelayanan karena tingkat adopsi masyarakat yang rendah. Kepala BSKDN Kemendagri juga
menyoroti pentingnya pendekatan yang inklusif dalam inovasi pelayanan publik agar
masyarakat dari berbagai latar belakang dapat berpartisipasi secara aktif (Kemendagri, 2023).
Keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan yang cukup nyata,
terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ketidakmerataan jaringan
internet dan kurangnya perangkat digital di kalangan masyarakat menyebabkan aplikasi layanan
publik tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam kasus serupa di daerah lain, seperti
Kecamatan Monano di Gorontalo Utara, hambatan infrastruktur dan literasi digital menjadi
tantangan utama dalam penerapan smart governance (Manggulu et al., 2022). Kondisi ini juga
dapat ditemukan di beberapa wilayah Kabupaten Pamekasan yang secara geografis dan sosial-
ekonomi masih menghadapi keterbatasan serupa.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu
mengembangkan strategi yang tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga
memperkuat kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Upaya peningkatan
kompetensi ASN, perluasan jangkauan teknologi informasi, serta kampanye literasi digital di
tingkat masyarakat harus menjadi agenda prioritas. Di samping itu, dukungan kebijakan yang
kuat dari pemerintah pusat dan sinergi dengan sektor swasta dapat mempercepat proses
inovasi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan inovasi
administrasi publik benar-benar mampu membawa perubahan positif menuju pemerintahan
yang lebih adaptif dan inklusif.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Inovasi dalam administrasi publik telah menjadi faktor kunci dalam memperbaiki kualitas
pelayanan dan kinerja pemerintahan di Kabupaten Pamekasan. Penerapan teknologi informasi,
seperti aplikasi e-Lorong dan sistem Pamekasan Smart, telah mempercepat proses administratif,
meningkatkan transparansi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah berhasil menciptakan sistem pemerintahan
yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penggunaan sistem
digital yang lebih efisien dan berbasis data.

Namun, meskipun berbagai inovasi telah diterapkan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah
perubahan budaya birokrasi yang masih cenderung konservatif dan kurang fleksibel. Selain itu,
kapasitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi dan beradaptasi dengan
perubahan juga menjadi kendala yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan inovasi ini.
Oleh karena itu, meskipun Kabupaten Pamekasan telah mencatatkan kemajuan dalam hal
administrasi publik yang lebih modern, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk mengatasi
tantangan tersebut.
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Secara keseluruhan, penerapan inovasi dalam administrasi publik di Pamekasan tidak hanya
meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, tetapi juga membentuk pemerintahan
yang lebih adaptif. Dengan adanya berbagai inovasi ini, Pamekasan menunjukkan bahwa
penerapan teknologi dan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dapat
menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan bagi
Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan daerah lainnya yang ingin meningkatkan administrasi
publik mereka melalui inovasi:

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Program pelatihan yang berkelanjutan
bagi aparatur pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki
keterampilan yang diperlukan dalam menggunakan teknologi baru dan memahami konsep
pemerintahan yang adaptif. Dengan meningkatkan kapasitas SDM, implementasi inovasi dapat
berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas.

Penguatan Infrastruktur Digital: Pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur digital
untuk mendukung sistem e-Government dan aplikasi lainnya. Hal ini mencakup peningkatan
akses internet, pengembangan data center yang aman, serta memastikan bahwa teknologi yang
digunakan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang
lebih terpencil.

Partisipasi Aktif Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan melalui platform digital yang telah diterapkan, seperti Pamekasan Smart, perlu terus
didorong. Partisipasi masyarakat yang lebih aktif dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan
menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan
publik.

Peningkatan Kolaborasi Antar Instansi: Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu memperkuat
kolaborasi antara instansi pemerintah di berbagai tingkat, serta melibatkan sektor swasta dan
masyarakat sipil dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi. Kolaborasi yang kuat
akan mempercepat proses perubahan dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi dan Pengawasan yang Berkelanjutan: Evaluasi dan pengawasan yang teratur terhadap
program-program inovatif yang diterapkan sangat penting untuk memastikan keberhasilan
jangka panjang. Pemerintah perlu memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan
untuk menilai efektivitas inovasi dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan Kabupaten Pamekasan dan
daerah lainnya dapat terus mengembangkan administrasi publik yang lebih inovatif, efisien, dan
responsif terhadap perubahan zaman, serta menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
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